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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Internasional” telah 

selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 

memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 

saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum 

Internasional. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 

senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 

para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 

bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 
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PENGERTIAN DAN RUANG  

LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL 
 

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H. 

Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal 

dan hati nurani untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesamanya, 

membangun peradaban dan bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena 

itu, maka manusia disebut juga dengan zoonpoliticon yaitu makhluk yang 

memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam sebuah 

komunitas atau masyarakat. Namun dalam membangun kehidupan 

bersama selalu tidak dapat dihindari adanya gesekan-gesekan akibat 

adanya perbedaan kepentingan dalam memperjuangkan hak dan 

kewajiban masing-masing individu sebagai warga masyarakat. Untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan antar berbagai individu maka 

dibutuhkan tata aturan yang disepakati secara bersama oleh seluruh 

anggota masyarakat demi tercapainya tujuan bersama yaitu ketertiban, 

keadilan, dan keteraturan serta kemakmuran.  Legitimasi masyarakat atas 

tata aturan yang disepakati untuk mewujudkan keselarasan hak dan 

kewajiban sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan keteraturan serta 

kemakmuran inilah yang disebut hukum.  



 

20 | Hukum Internasional 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abdul Wahhab Khallaf, 2003, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, 

Jakarta, Pustaka Amani, 

Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Pernan dan Fungsi 

Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung. 

E. Saefullah Wiradipraja, 2003, Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam 

Islam, Jurnal Mimbar, Volume 19, No. 2, Tahun 2003 

F. Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta 

Gerhard Von Glahn, James Larry Taulbee, 2013, Law Among Nations: An 

Introduction to Public International Law, Pearson 

Javaid Rehman & Susan C. Breau (ed), 2007, Religion Human Rights and 

International Law; A Critical  

Examinational of Islamic State Practices, Leiden, Martinus Nijhoff, 

J.G. Starke, Terjemahan Sumitro L.S. Danurejo. (1988), Pengantar Hukum 

Internasional, Sinar Grafika, Jakarta 

J.L. Brierly, Terjemahan Mohd. Rajab. (1961). Hukum Bangsa-Bangsa. 

Bhratara, Jakarta  

Justice Robert H. Jackson, Rule of Law Among Nations,Speech at the 

Annual Meeting of the American Society of International Law in 

Washington D.C, On April 13, 1945, 

https://www.roberthjackson.org/wp-

ontent/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf  

Michel de Tubb tahun 1926, Kumpulan Kuliah jilid I, dikutip dari Ali 

Mansur, Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum, alih bahasa 

oleh Muhammad Zein Hassan, Lc.Lt., 1973,  

Moh. Radjab, Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum 

Internasional, Jakarta, Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, 

The Law of Nations: An Introduction to the International Law of 

Peace, Oxford University Press, London.  

Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Buku I Pengantar Hukum Internasional, 

PT. Alumni, Bandung, 

https://www.roberthjackson.org/wp-ontent/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf
https://www.roberthjackson.org/wp-ontent/uploads/2015/01/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf


 

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional | 21 

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum 

Internasional, PT. Alumni, Bandung,  

Sefriani, 2016, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional 

Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 

Revue,  Internasional de la Croix Rouge, 1962, hlm. 295; dikutip dari 

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 

Mengenai Perlindungan Korban Perang, 1968,  

Wahbeh al-Zuhili, 2005, “Islam and International Law”, International 

Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 858,  

Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, Terminologi Hukum 

Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,  

Wilbur Larremore, 1819 Interstate Crime and Interstate Extradition, 

Harvard Law Review, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899). 

William W. Van Alstyne, 1960, International Law and Interstate River 

Dispute, California Law Review, Vol 48:596, 1960) dalam 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&

context= faculty_scholarship.  

 

  

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=%20faculty
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=%20faculty


 

 

 

 
 

SEJARAH PERKEMBANGAN 

 HUKUM INTERNASIONAL 
 

V. J. B. Rehatta, S.H., M.H. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN  

Bab II ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa 

untuk dapat memahami tentang pengertian perkembangan hukum 

internasional secara menyeluruh yang di mulai dari zaman kuno sampai 

sekarang ini, yang dimana mengangkat tentang sejarah perkembangan 

hukum dalam peradaban Zaman India Kuno, Zaman Bangsa Yahudi, Zaman 

Romawi, Zaman Yunani, Perjanjian Westphalia, Abad ke-18 dan Abad ke-

20 serta sejarah perkembangan diakuinya organisasi-organisasi 

internasional sebagai subjek hukum internasional.  

  

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA 

PERKEMBANGAN SEJAK ZAMAN KLASIK 

Dalam Perkembangannya hukum Internasional, sejarah hukum 

Internasional itu sendiri sudah sangat tua atau sudah ada sejak zaman 

dahulu, dimulai dari  perkembangannya bahwa hukum internasional tidak 

dapat dilepas pisahkan oleh masyarakat internasional itu sendiri, menurut 

Mochtar Kusumaatmaja bahwa “untuk menyadari sebagai landasan 
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DASAR BERLAKUNYA  

HUKUM INTERNASIONAL 
 

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 

Materi dalam Bab 3 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan menganalisa dasar berlakunya Hukum 

Internasional. Pembahasan yang dibahas di dalam Bab  3 ini terdiri dari 

pokok bahasan mengenai teori-teori  sebagai dasar berlakunya Hukum 

Internasional 

 

B. TEORI HUKUM ALAM (NATURAL LAW) 

Pada mulanya ajaran ini mempunyai ciri keagamaan yang kuat, 

setelah itu Hugo Grotius melepaskan keterkaitan antara teori ini dengan 

ciri keagamaan/ kerohanian. Dalam bentuk yang lebih spesifik, hukum 

alam diartikan sebagai hukum sempurna yang didasarkan atas hakikat 

manusia sebagai makhluk yang berakal maupun sebagai suatu kesatuan 

kaidah yang diilhamkan kepada manusia. Untuk para penganut ajaran 

hukum ini, hukum internasional itu mengikat karena tidak berbeda dari 

hukum alam yang diterapkan pada kehidupan warga dunia lainnya. 
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A. PENDAHULUAN 

Terjemahan hukum secara bebas diartikan sebagai seperangkat 

aturan yang mengatur tentang aspek kehidupan manusia, dibuat untuk 

kepentingan bersama dan ketika dilanggar pasti menimbulkan reaksi 

terhadap si pelanggar. Tentu saja tujuan hukum diciptakan untuk tidak 

menimbulkan kekacauan atau kegaduhan dalam bermasyarakat. 

Perspektif tujuan hukum menurut teori etis adalah untuk memperoleh 

keadilan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles. Sedangkan dari sisi 

teori utilitis menurut Jeremy Bentham bahwa hukum itu diciptakan untuk 

memperoleh kemanfaatan bagi banyak orang, sehingga terciptalah 

ketertiban dan keteraturan dalam pergaulan masyarakat dan dapat 

melindungi kepentingan-kepentingan bersama. 

Kekuatan mengikat dan memaksa itu merupakan sifat yang hakiki dari 

hukum itu sendiri. Pencapaian tujuan tersebut menimbulkan pertanyaan 

yang muncul adalah, lembaga mana yang berwenang untuk membuat, 

melaksanakan, bahkan mempertahankan pelaksanaannya ketika terjadi 

pelanggaran atas hukum itu. ‘Every positive law, or every law simply and 
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A. PENDAHULUAN 

Hukum internasional saat ini memiliki peranan penting dalam 

perkembangan hubungan negara-negara di dunia. Adanya hukum 

internasional ini tidak terlepas siapa pelaku atau subjek dari hukum 

internasional itu sendiri dan sangat penting bagi kita yang mendalami ilmu 

hukum untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi subjek 

hukum dalam hukum internasional karena subjek hukum internasional 

merupakan pelaku dan pengemban hak dan kewajiban hukum  yang telah 

diakui di dalam Hukum Internasional itu sendiri.   

Pengertian subjek hukum internasional dapat dilihat di Advisory 

Opinion of The Reparation for Injuries Case yang dikeluarkan Mahkamah 

Internasional bahwa subjek hukum internasional adalah entitas yang 

mempunyai kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

internasional dan dapat mengajukan klaim melalui lembaga penyelesaian 

sengketa internasional (ICJ, 1949).  Selain itu pendapat dari Ian Brownlie 

bahwa Subjek hukum internasional adalah entitas yang dipastikan 

memiliki personalitas hukum internasional dan diakui sebagai subjek 

hukum internasional (Brownlie, 2008).   
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan subjek hukum 

internasionalkan! 

2. Jelaskan mengapa negara sebagai subjek hukum internasional yang 

paling utama di dalam hukum internasional! 

3. Terdapat subjek hukum internasional selain dari negara, sebutkan 

dan jelaskan apa saja subjek internasional selain negara tersebut ! 

4. Dalam organisasi internasional saat ini dikenal istilah GO dan NGO, 

jelaskan kedua istilah tersebut ! 

5. Sebagai subjek hukum internasional apakah terdapat perbedaan 

antara perusahaan transnasional dan multinasional ? Jelaskan! 
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SUMBER-SUMBER 

 HUKUM INTERNASIONAL 
 

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon 

 

A. PENDAHULUAN 

Materi pembelajaran pada bab mengenai sumber-sumber hukum 

internasional, pada materi ini mahasiswa dapat mempelajari tentang 

sumber hukum internasional dalam arti formal maupun material. 

Diharapkan setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa 

dapat memahami dan menjelaskan tentang sumber hukum internasional 

dalam arti formal maupun material, memahami dan menjelaskan 

perbedaan dan sumber hukum internasional dalam arti formal maupun 

material dan memahami dan menjelaskan bentuk sumber hukum 

internasional terutama sumber-sumber hukum internasional formal pada 

Pasal 38 Ayat (1) Satuta Mahkamah Internasional. 

 

B. PENGERTIAN SUMBER HUKUM 

Pertanyaan tentang sumber hukum dalam semua sistem hukum 

merupakan pertanyaan yang mendasar. Tidak terkecuali dalam sistem 

hukum internasional. Pertanyaan apakah sumber hukum itu dan 
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sama dapat menciptakan lembaga hukum melalui kebisaan 

internasional. 

7. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum umum 

yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap. 

8. Pasal 38 Ayat (1d) Statuta mengacu pada keputusan pengadilan dan 

pendapat para sarjana sebagai sarana hukum tambahan atau 

subsidier. Keputusan pengadilan adalah keputusan pengadilan yang 

membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu 

persoalan yang diselesaikan berdasarkan sumber hukum primer. 

Pendapat para sarjana terkemuka adalah ajaran, pendapat dan 

tulisan dari para sarjana terkemuka yang dapat dijadikan pedoman 

bagi pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan. 

 

TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan mengapa pemahaman atas sumber hukum merupakan 

bagian penting dari mempelajari hukum internasional ? 

2. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum internasional dalam 

arti Formal dan dalam arti material ? 

3. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, 

sumber hukum internasional dapat di klasifikasikan atas dua golongan 

sebutkan ? 

4. Jelaskan hubungan kebiasaan internasional dan perjanjian 

internasional ? 

5. Jelaskan mengapa Putusan pengadilan dan pendapat sarjana 

terkemuka hanya merupakan sumber hukum tambahan dalam 

sumber hukum internasional ? 
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PENGAKUAN DALAM  

HUKUM INTERNASIONAL 
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Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 

Materi dalam Bab 7 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan menganalisis teori dan praktik pemberian 

pengakuan berdasarkan hukum internasional sehingga kemudian dapat 

mengaplikasikannya dalam kasus-kasus sehari-hari yang ditemui 

terkhususnya terkait dengan Indonesia. Pembahasan yang dibahas di 

dalam Bab 7 ini terdiri dari beberapa pokok bahasan antara lain 

pengakuan negara (recognition), bentuk-bentuk pengakuan, macam-

macam pengakuan, serta teori-teori pengakuan dalam hukum 

internasional.  

 

B. PENGAKUAN NEGARA (RECOGNITION) 

Pengakuan di dalam hukum internasional merupakan suatu masalah 

yang rumit dan menimbulkan kontroversi dari segi hukum internasional. 

Hukum Internasional tidak membentuk Negara, tetapi menyediakan 

persyaratan minimal apabila suatu komunitas masyarakat dalam wilayah 

tertentu dan memiliki pemerintahan yang mampu melakukan hubungan 
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Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN  

Bab 8 ini bertujuan untuk memberi pemahaman pada mahasiswa 

tentang bentuk-bentuk teritorial suatu negara dan dapat 

mengimplementasi suatu cara dalam mengetahui kedaulatan di darat dan 

bagaimana suatu negara memiliki kedaulatan di darat, laut, udara, dan 

ruang angkasa dalam melindungi suatu kedaulatan teritorial dalam hukum 

internasional. Di harapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa 

mampu menjelaskan, menganalisis kasus-kasus hukum yang terjadi di 

sekelilingnya yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial dalam hukum 

internasional. Bab ini akan terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu 

Wilayah Daratan, Cara-cara perolehan tambahan kedaulatan di darat 

seperti Okupasi atau pendudukan, Aneksasi atau Penaklukan, Akresi, 

Preskripsi, Cessie, Wilayah Laut Perairan, Pedalaman, Laut teritorial, Zona 

Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Ekslusif, Laut Lepas. Wilayah 

Ruang Udara (Air Space), Wilayah Ruang Angkasa (Outer Space).  
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A. PENDAHULUAN 

Pengantar singkat pembelajaran materi mengenai tanggung jawab 

Negara dalam hukum internasional ini, diharapkan mahasiswa dapat  

mempelajari mengenai tanggung jawab Negara dalam hukum 

internasional yang terdiri atas: munculnya tanggung jawab Negara,  sifat 

dan macam tanggung jawab Negara, Teori dan Doktrin Tanggung jawab.  

tanggung jawab Negara dan lingkungan hidup 

 

B. MUNCULNYA PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA 

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional muncul dari 

bentuk hukum internasional serta doktrin kedaulatan Negara dan doktrin 

persamaan antara Negara-negara, tanggung jawab Negara menetapkan 

asas dasar hukum internasional. Negara mempunyai kedaulatan penuh 

atas orang, barang dan perbuatan yang ada diwilayahnya. Meskipun 

demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan 

itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di 

dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak 
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DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA 
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Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENGANTAR 

Memulai  pertemuan dan perkuliahan yang ke sepuluh (10), dengan  

Bab  mengenai kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional 

Indonesia,  mahasiswa  perlu untuk mempelajari, mengetahui dan  

memahami  Eksistensi hukum internasional, hubungan antara hukum 

internasional dan hukum nasional, teori monisme dan dualisme,  

Eksisitensi Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia, praktik 

negara-negara tercakup didalamnya praktik di Indonesia, Kedudukan 

Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. Setelah 

mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan  dapat 

memahami kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional 

Indonesia. 

Capaian Pembelajaran Setelah mempelajari dan mendiskusikan 

materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai Eksistensi hukum 

internasional dan hukum nasional yang saling mempengaruhi dan mampu 

mengaplikasikan dalam berbagai kasus terutama dalam kepentingan 

Indonesia 
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Dr. Richard Marsilio Waas, S.H., M.H. 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini, dijelaskan tentang beberapa indikator dalam 

hubungan internasional yaitu Pengertian Hubungan Internasional, Teori 

tentang hubungan internasional, dan aspek- aspek hubungan internasional, 

serta prinsip- prinsip dalam hubungan internasional. 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi dalam bab ini, maka 

mahasiswa dapat memahami tentang pemikiran dasar tentang hubungan 

internasional. 

 

C. INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN 

a. Menjelaskan dan memahami pengertian hubungan internasional 

b. Menjelaskan dan memahami teori- teori yang mendukung dalam 

hubungan internasional. 

c. Menjelaskan dan memahami tentang prinsip- prinsip dalam 

hubungan internasional. 
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A. PENDAHULUAN 

Law is the essential foundation of stability and order both within 

societies and in international relations  (J. Willam Fulbright, 1966) hukum 

merupakan dasar dari keseimbangan dan aturan di dalam masyarakat dan 

di dalam hubungan internasional. Tiap sendi kehidupan bermasyarakat 

memerlukan suatu tatanan perilaku yang diakui secara kuat dan mengikat. 

Adakalanya itu hanya merupakan suatu adat istiadat, namun ada pula 

yang merupakan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Sistem hukum adalah suatu tatanan kehidupan yang diterapkan dalam 

masyarakat. Disebut sebagai sistem hukum nasional apabila hukum 

tersebut dijalankan pada lingkup suatu negara, dan jika sistem hukum itu 

berlaku diantara negara-negara, maka ia disebut sebagai sistem hukum 

internasional (Melda Kamil Ariadno, 2007) 

Hukum internasional merupakan hasil kesepakatan dan mufakat 

negara-negara melalui hubungan-hubungan yang terjalin diantara mereka 

sebagai homo homini socius. (Adam Smith, 2007) Fungsi hukum 

internasional dalam konteks ilmu hukum dipahami sebagai suatu aturan 

atau kaidah yang berlaku bagi subjeknya. Selain itu, hukum internasional 
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A. PENDAHULUAN 

Kehidupan bernegara dalam masyarakat internasional, antara negara 

dengan negara maupun negara dengan subjek hukum internasional satu 

sama lainnya saling memiliki ketergantungan, sebagai contoh, negara 

maju membantu negara berkembang, negara berkembang memerlukan 

negara maju dalam permasalahan teknologinya demikian juga sebaliknya, 

negara maju memerlukan negara lain guna memasarkan hasil-hasil 

teknologinya. Negara-negara yang hidup saling berdampingan juga 

kadang-kadang mengalami persoalan-persoalan batas negara, persoalan 

politik, ekonomi budaya dan sebagainya. Di dalam pergaulan-pergaulan 

internasional  secara umum dapat menimbulkan adanya permasalahan-

permasalahan yang bias menimbulkan sengketa. Yang mana sengketa 

tersebut memerlukan adanya penyelesaian guna menghindari ancaman 

terhadap perdamaian internasional. 
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